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KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR: 8OO/ ry /RSUD-2O18

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DT. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa
dilingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, perlu
adanya upaya agar pelaksanaan pengadaan barang ljasa
dapat berjalan efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 61 Ayat (3)
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan
Layanan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
dengan Peraturan Direktur.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daiam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 771 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2B6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Permeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tallrun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor a5O2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntasi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
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21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
74lMENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten I Kota;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
129IMENKES/BK/I[| 2OO8 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ol8
tentang Badan Layanan Umum Daerah;



Menetapkan
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KEDUA
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25. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-
62 IPB I 2OO7 tentang Pedoman Penilaian Usulan
Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12
Tahun 2OlO tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun
2OLL tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2Ol5
tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein
Painan;

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang / Jasa BLUD
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum
dalam lajur 4 dari Lampiran keputusan ini.

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan
pada Rencana Belanja Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad .

Keputusan ini berlaku mulai tanggal April 2019 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawab.

i Painan
pril 2019
R,

RMAN, MMSUT



LAMPIRAN : SURAT
PAINAN
Nomor

Tanggal
Tentang

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DT. MUHAMMAD ZEIN

8oo/ alDTnsuD- 2ots
April 2Ol9

TIM PENYUSUN PERATURAN PENGADAAN
BARANG / JASA BLUD RSUD DT. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

NO NAMA NIP Jabatan
1 2 3 4

1. Andi Fitriadi Amdar,
SE

Nip. 198307 2l2O 15021 00 1 Bagian Hukum Pemda
Pesisir Selatan

2. Yandra Nurman
Florisa, ST

Nip. 1979O1 12200902 1 003 Bagian ULP Kab. Pesisir
Selatan

-J. Arif Nurman Florisa,
ST

Nip. 1983062420100 1 1023 Bagian ULP Kab. Pesisir
Selatan

4. Roza Adri, ST NrP. 1976051820 1 101 1003 Bagian ULP Kab. Pesisir
Selatan

5. Youdhi Permadi
Ma'ruf , ST

Nip. 198807 13201502 1OO2 PUPR Kab. Pesisir
Selatan

6. Len Harnis, SE. MM Nip. 1 969 0279 |99OO22O0 1 Kabid. Keuangan RSUD
Dr. M. Zein Painan

7. Ade Bethen Parsilia,
SE, M.Si

Nip. 1979 12312007012010 Kabid. Penunjang RSUD
Dr. M. ZeinPainan

B. dr. Reyantis Capanay Nip. 19780201 2OO7O12OO7 Kabid. Pelayanan RSUD
Dr. M. ZeinPainan

9. Syamsul Hendri,
AMKG

Nip. 198205 162006041OO4 Pejabat Pengadaan
RSUD Dr. Muhammad
Zein Painan

10. Yulia Rahmi
Dasrul,S.Farm, Apt

Nip. 1 98407 1 |2OOBO42OO t Pejabat Pengadaan
RSUD Dr. Muhammad
Zein Painan

11. Febri Melta
Mahaddilla, S.Si

Nip. 199 1020620|5022003 Staf Penunjang RSUD
Dr. Muhammad Zein
Painan

DIRE


